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BAB I 

PENDAHULUAN 

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan 

yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tinda.kan 

penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma 

social lainnYa. Di mana se!ama kurang Jebih 3 (tiga) dasmvarsa psikotr0pika 

rnerupakan akibat yang sukar d1tanggulangi, oleh karena masaiah psikotropika, 

harus ditanggulangi oleh aparat terkait. 

Indonesia sendiri tidak lerlepas dari pennasal;:ihan psikotropika. Sampai 

sek::rrang lndonesia belum bias lepas dari permasal ahan psikotropii:a ini. 

\\alaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk 

mernberantas semakin me!a.11_1utBya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan 

;ii::ikntrnr>ib ini. Bebernpa undang-undang telah dikeluarkan yailu Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknya 

hanya bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika 

seperti sabu-sabu tidak tertampung dalam undung-undang ini, berdasarkan 

ke:1yataan tersebu~ maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor S Tahun 1997 

tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-w1dang tersebut diharapkcm 

dengan ~ndang-undang terakhir bias menjacti ala! yang ampuh untuk memberantas 

kejahatar1 penyalahgunaan psikotropika. 

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penyakit dalam rnasvarakat 

khususnya dalam tubu..li. Negara akibat dari penyakit itu dapat menghamb at 
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la1uma rcda pernbangunan sekaltgus mengurang i \\lba\\a pc mcnm ah • '~1i ~1 

mas:: arakat, maka perlu diberantas dengan tuntas 

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan ten1ang rnasal ah psikotropika 1111 

dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di lndo nesia, maka salah satu 

penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika adalah 

melalui pe!aksanana pe r!indungan hukum terhadap saks i pelapor alas tindak 

pidana psiko lropika. 

Te tap~ pabi!a di!ihat dari prakteknya n-,aka terlihat kurangnya pe!aksanaan 

p erlindungan terhadap saksi pelapor, ha! ini dis ebabkan banyak terlihat dalam 

pengur.gkapari kasus-kasus psikotropika. sering ka!i saks i peiaµor dihadapkan 

pada beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saks i pelapo r 

untuk dihadapkm1 pula ke depan meja hijau karena pencemarari nama baik. 

Undang- Undang Nomo r 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

rr1 ri1 • n11 n 
~ & . ..... ... ~ l" -· . h:l!-h2! memberikELT1 

perlinci1mgci n hcigi sciksi pelapor namun ken)'ataannya keadan tersebut belum _j e la~ 

da!am prakteknya. khususnya terlihat dalam Pasal 4-nya " Perlindungan Saksi dan 

Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam 

n1e1nberikan Leterangan pada setiap proses perad!ian pidan2~~. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Kar\'a ilmiah ini berj ud ul -- Perlindungm1 Saksi Terhadap Permasal ahf'.P 

Psikotropika". Agar tidak menimbulkan penafs iran yang berbeda terhadap judu i 1 

atas maka selanjutnya per!u pula dibuat p engerti an dan P 0 negasan _Ju du l I:: . ... ebtH 

secara etimologi (kata per kata) yaitu : 

2 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



i . Per I: nth.;r1gnn d ian i kan sebaga1 sualu perbuatan o leh ins tansi bern ena11g dalarn 

hti! l' "!d.sanaan per!indungan dan pemberian hak-hak rnasyarakat :ltas hukum 

2. Sa~ s 1 diartikan sebagai orang secara indi vidu atau secara kelembaguan 

' . d 1 b . k . k I d "b I oertrn a~: se agai sa.- s1 arena pe aporan yang 1 .uatnya 

3. Terhadap diartikan sebagi sebuah keadaan yang menunjukJ..:an sesuatu objek 

~ - Pennasabl1an psikotropika diartikan bahwa keadan-keadaan sebagaimana 

d;jelaskan di atas adalah dalam kasus psikotropika 

Dengan pengertian secara etimoiogi di atas maka dapat d ipahami ba.l: wa 

pernbahasan karya ilmiah in; adalah tentang perlindungan yang diberikan oleh 

hukum kepada orang secarn pribadi maupun kelembagaan setela.ti saks i tersebut 

mel aporkan lejadinya suat11 tindak pidana berup a perbuatan psikotrop ika. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

permasalahan seper~i '·Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana 

Psikotrop ika yang d!lakubn o!eh pemerintah'', "keja.1-iatan psikotropib ditinJau 

dari sudut kriminologi .. dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang 

tne?nbahas tindak p1 dan2 ps1 kotropika di ?nana dititik beratkan terhadap gaya 

penanggulangannya dan/atau untuk mengetahui pet1\"eb<:b timb ulnrn kejahatan 

·1 . •, . . 
psthotropn:a nu. 

Sedangkan penulis dalarn karya ilmiah ini mengetengahkan titik berat 

pembahasan pada pelaksanaan perlindungan saksi. il.da beberapa al as an '- 'ang 

menarik untuk dikaji sehubungan dengan judul karya ilmiah ini, yaitu · 

1 K/\ rtini Kartoncl . Patologi Sosial. R<~ia Grafimlo Persada, Jakarta. ha!. RC 
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I. Masih barunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ten 

Saksi dan Korban diberlakukan dala.rn prakiek hokum di ! ,,-

banvak menimbulkan kendala dan hambatan 

2. Penulis juga mernsa tertarik periha! keadaan hokum di hci 

dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika karena d .. 

saksi pelapor sebagai psakitc:;, dalam kasus psikotrop;~. i 

3. Dalam pembahas<m ini jug'1 f! '..:::nnl is berupaya untuk rn· r · 

praktek yang kurnng mi:mcc-rikan ·respon dal am '-· :-- · \. 

sehingga masyarakat menj aJi r' 1alas untuk bersaks~ atu.~1f.%·· 

terjadinya suatu tinda..1<: pid ar~'J 1 1 ~:Jko tropika 

C. Permasalahan 

Dari latar be!akang dan dasar per.riJkirn.n 1e.rs,;.-b11i :F '" :, 1, 

dalam penulisan karya ilmiah ini ad ::dith : 

1. Apakah faktor-faktor yang :nenyebabkari diberikannya N;r<;ndu 

saksi pelapor dalam tindak pidana psiko tropika 

2. Apakah praktek hukum dewasa ini memberikan L:m.;,; 

perlindungan saksi pelapor dalar:i kasus psikotropika 

D. Hipotesis 

Hipotesa ada!ah anggapan dasar F_ a u cLgar 

kebenarnrnwa masi b belum tentu dipas iikan :~ecarn 1, p::' 1, 

melalui suat u peneiitian. 

1dungan 

::hingga 

t'u nya 

dukan 

saksi, 

11 telah 

. .than 

adap 

-- ·-=--

\·a.rig 

;tikan 
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.. el.mg« i ht po1!esis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam 

kni\ :-! i!miah ini adalah: 

Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannva perlindungan lerhadap saksi 

pelapor da!am tindak pidana psikotropika. ada!ah faktor teqaminnya rasa 

keamanan saksi dalam rnemberikan k.esaksiannva se\ aktu pemeriksaan 

perkara psikotropika tersebut dijalankan 

2. Praktek hukum de\\asa 1rn belum mernberikan konstrtbusi terhadap 

per!indungan saksi peiapor daiam kasus psikotropika, karena sering dalam 

praktek saksi pelpor dilaporkan kembali denga11 alasan pencemaran nama baik 

E. Tujuan Penulisan 

TuJuan dar! di!akukan pr~mbahasan !.;.arya i!miah ini ada!ah sebagai berikut: 

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengbpi pa11gkat 

2. Sumbangs1h penulis untuk bahan oacaan mengenai perli i' lw1gan saksi 

terhadap pennasa!ahan psikotropika 

F. Metode Pengurnpulan Data 

Dalam penulisan ka..rya ilmiah im penulis mempergJ..u1aka..n metode 

penelihan dengan cara : 

1. Peneiitia..11 Kepustakaan (Librari Research) 

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai 

baha..11-ba..lia..11 bacaan yang bersifat teoritis ilmial1, baik itu dari !iteratur

literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah l•,tfl bahan 

perkulia.lian penulis sendiri 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pada pene!itian !apangan ini penulis mengadakan peneli l•an ke D!tnarkoba 

Pol dasu dengan mengamb1l sehuah kasus berhubungan dengan 

pembahasan dari se!anjutn: a akan mengana! isa kasus tersebut 
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BAB ll 

TINJAUAN lJMUM TENTANG TlNDAK PIDANA PSIKOTROP!K-\ 

A. Penge1iian Psikotropika 

Psi kotropika adalah merupak::u1 suatu z:at atau obat. baik alamiah maupun 

sintetis hukan narkotika, yang berkhasiat psikoakttf melalui pengaruh efektif pada 

susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan 

. k 2 penla u. 

Zat atau obat psikotropika ini dapat rnenurunkan aktifitas otak atau 

merangsang susur.an syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku , disertai 

dcngan timb ulny;t halusinas i (mengkhayal), ilu si_ gangguan cara berpikir, 

perubahan a lam perasaan dan dapat meff<: ebab!.:an ketergar. tungan s"'rrc. 

mempunyai efek stimul as i (merangsang) bagi para pemakainya. 

P P. rn ~1 l- -:i~~n ncil- rdrnn~l--:i "-<:lnn 
... _ ... ,_ ............... . .. t"' ..... ' ... ' ""' ~ ' '-'t-' "- ........... ,) ""' '- ._;:j 

.,..,.,.....- ....... .. - ..... ,.... ...... ..... 
t"'"'' · o"-<-•~u...:r Y-~• 

tidak saja rnen yebabkan ketergantungan ba.hkan juga menimbulkan berbagai 

macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang 

bahkan menimbulkan kcmatian. 

De\\ an Perser ikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan komens i m en ge :1::H 

• pembenintasan peredaran psikotropika (Convention on Psychotropic Sub::. !CJn , c · ; 

yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal l I Januari sampai 21 Fe n.iar 1 l97 I, 

ya11g diikuti oleh 7 J negara ditambah dengan 4 negara sebagai pen!nj 2 ~ 1 J 

2 Al Ahmady Abu An Nm, Sayt1 Ingi11 Bertobat Dt1ri Narkoba, Darul Falah_ Jabr-.a.. ;):•)). 
ha!. 35 

3 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasimud lMI.- SiJkM H11bun 
Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 32 
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Sebaga1 rieaksi yang d1dorong oleh rasa yang mendalam atas menmgbtnya 

produks1. permintaan, penya!ahgur1aan dan peredaran gelap narkot1 ka dan 

psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebaga1 

pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasara..r1 

produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah 

mendorong lahimya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.4 

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan 

perhatian da'1. prioritas utama atas masa!ah pemberantasan peredaran geiap 

narkotika dan psikotropika 

2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika da11 psikotropika merupa\::an 

masalah semua negara yang perlu ditangani secara hers<1ma pnl::i 

3. Ketentuan-ketentuan yang diatur daiam Kom·ensi Tunggal Narkotika 1961. 

Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan 

Konvensi Psikotropika 1971 , per!u dipertegas dar1 disempumakan sebagai 

sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika 

dan psikotropika 

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan saran a huk.-um yang lebih ef ekt1 f 

da!am rangka kerjasama intemasional di bidang kriminal untuk memberantas 

organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap n rkouka 

dan psikotropika 

4 Ibid, hal. 33 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun l 197 mi diatur pelbagai 

masala.'1 yang berhubungan dengan psikotropika me! iput1 mengenai : 

1. Ketentuan ten tang pengertian dan jenis narkoti ka 

2. Ketentuan tcntang kegiatan yang menyangkut norkotika sepert1 perm:>armn 

peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan 

narkotika 

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan keg1atan-

kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2 

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan 

pengadilan dari perkara yang berhc!bungan dengan narkotika yang karena 

kekhususa'1nya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah 

penyidikan, penuntutuan dan 'pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan 

penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku 

l'vf eskipw1 didcJ:an penyimp<mgan dan pengatu~a!". khusus, tidak be!"?.cti 

bahwa hak asasi tersangka/ terdabva tidak dijamin atau dilindungi , hahkan 

diusa..l-iakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturar1 khusus itu 

tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/ terdakwa, melainkan 

hanya pengurangan ym1g terpaksa dilakukan demi menyelarnatkan bangsa dan 

negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. 

Ketentua.~ tersebut ar1tara lain ia!ah : bahwa dal;:im pemeriksaan di depar1 

pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang 

dalam pemeriksaan di!arang dengan sengap mem·ebut nama, alamat atau hal lain 

yang memberi kemungkman dapat di L tahui 1dentitas pelapor. 5 

5 Badan narkotika Nasional Republ ik Indonesia, omttnikasi Penyuluhan Pencega/wn 
Penyalahg1maan Narkoba, Jakarta_ 200~, hal. 21 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat 

o.engaturan tentang : 

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi) 

Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika 

3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama intemasional dalam 

penanggulangan psikotropika 

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap d1lakukannya 

:1 ndal;: pidana tersebut, <lemikian pu!a untuk memberika'1 keleluasaan kepada alat 

p -:'negak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efel.iif, 

·i: aka ditentukan ancaman hukum yarig diperberat bgi pe!aku tindak pidaria, lebih 

12.njut dalam ha! perbur.tan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada 

riak-anak di bawali. umur. 

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konfrensi Tunggal 

~ etentmi.a dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang 

d1atur di dalam konfrensi tersebut. 

Psikotropika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam 

Undang-undang Nomor 5 Taliun 1997 tentang Psikotropika. 

Dengan berkembang pesatnYa industri obat-obatan dewasa ini, maka 

btegori jenis zat-zat semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfrensi 

dan tral.iar internasional yang termasuk pil azat-zat yang mempunyai efek-efek 

iain di sarnping pembinaan. 
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B. Jenis-jenis dan Golongan Psikotropika 

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika : 

I . Ecstasy 

Ekstasi adalah sa!ah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebua'1 

kaboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si 

pemakai memiliki energ1 yang leb1h dan juga bisa mengalami dehidrasi yang 

tinggi . Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terns bergerak. 

Beberapa orang y&.ng mengkonsumsi ekc;tasi ditemukan meningga! karena terlalu 

banyak minum air dikarenakan rasa haus yang arnat sangat. 6 

Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di 

laboratorium dar1 dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendowng 

tubuh untuk melalLikan aktifitas yang melampaui batas maksimum dan kekuatan 

tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari 

peneerahan tenaga yang tinggi dEL11 la!TIE!,. Efek ya?:g ditimbu!kan oleh ~ :engguD~ 

ekstasi adalah : 

l . Diare 

2. Rasa haus yang berlebihan 

3. Hiperakiif 

4. Sakit kepala dan. pusing 

5. Mengg°igil yang tidal.;: terkontrol 

6 . Detak jantung yang cepat 

7. Sering mual diserta1 muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan 

8 Gelisah/tidak bisa diam 

EY Kanter dan SR Sianturi. A.ms-ams H11k11111 Pidana di Indonesia dan Pener1 nnya~ 

S loria Grafika, Jakarta, 2002, hal. 91 
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9. Pucat dan keringat 

I 0 Dehidrasi 

11. Mood berubah 

Aki bat _Jangka panjangnya adalah: 

1. Kecanduan 

2. Syaraf otak terganggu 

3. Gangguan lever tulang dan gig1 kropos 

Beberapa pemakai ekstas i :: ang akhim'-«'t r.1eninggal dunia karena terla!u 

banyak minum air akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang 

berbahaya sering dicampur da!a.rn tablet atau kapsu! ekstasi . Zat-zat ini 

menyebab kan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa 

kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbu!kan kematian. Pengguna ekstasi sering 

hu.rus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul 

p3d~ dirinya. Dn.D hu.l ini merrycbabkan dcu}~ut nadi menjadi cepat serta akan 

menimbulkan pararioia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebuta~1 1nex, I, 

kancing dan lain-lain. 

2. Sabu-sabu 

Nama as!inva methamphetamin e. Berbentuk kristal seperti gula atau 

bumbu 'penyedap masakan, Jenisn: ·a antara lain yaitu gold ri,ier, coconut dan 

kristal. Sekara11g ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukcn da!arn 

bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka m disebut 

dengan kat" lain yaitu Ice. 7 

7 Ibid. ha!. 94 
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Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai 

sabu-sabu akan selalu tergantung pada obat bius dan akan terns berlangsung lama, 

bahkan bisa mengalami sakit jant1ing atau bahjan kematian. Sabu-sabu .1uga 

dikenal denganjulukan seperti • glass. quartz, hirropon, ice cream. 

Dikonsumsi dengan cara membakamya di atas aluminium foil sehingga 

mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang 

ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi 

air). Air bong tersebut berfungsi sebagai· filter karena asap tersaring pacia waktu 

melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu 

dengan pipa kaca karena tabt efek ja.'1gka panJang yang mungkin ditimbulkan 

aluminium foil yang terlmup. 

Efek yang ditimbulkan • 

i. Menjadi bersemangat 

2. Ge!isah dan tidak hisa diam 

3. Tidak bisa tidur 

4. Tidak bisa makan8 

Jangka panjang : 

1. Fw1gsi otak: terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan 

2. Paranoid 

-:i . L '1 ~ ever .erga.'1ggu 

Gejala pecandu yang putus obat : 

1. Cepat mara.'1 

2. Tidak: tenang 

8 Ibid. hal. 95 
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3. Cepat \elah 

4. Tidak bersemangat/ingin tidur terus 

Psikotropika yang memµun : ar potensi mengakibatkan sindroma 

ketergantungan d1 go longkan menJad1 4 (empat) golongan, yaitu : 

l. Psaikotropika Golongan L adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan 

untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. Contoh Ekstasi 

2. Psikotropika Golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan 

dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujua..11 ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi kuat rnen.~akibatkan 

sindroma ketergantungart Contoh Amphetamine 

3. Psikotropika Golor:.gan III, adalah psikotrotJika yang berkhasiat pengobatan 

1io::in h~nu<;ll.r ~irr11n '=ll~ o;i n r-l-:11 ".l m h::~r".lni rl!:1n /".lto::n1 11-nf11l- h1 i11'ln ~1""''' ..... _..._ .. .................... .} _ ...... _,.:=J ........... _ .............. __ ............. .......... -y .. ....... ~ ... _._ .......... ~ ..... v.. ...... "\.I '~- ............... ~ 

pengetahuan serta mempunvai potensi sedang mengakibatkan 

sindroma ketergantungan. Contoh Phenobarbital 

4. Psikotrop1ka Golongan III , adalah psikotropika yang berkhasiat !J<;i igobatan 

dan sangat !uas digunakan dalam terapi danlata u unt .k tujuan 
I 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi nngan 

mengakibatkan sindroma ketergantungan. Corttoh l · u:epam. 

Nitrazepam (BK, OUM J 
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C. Kegunaan dan Bahaya Psikotn>pika 

Dalam Undang-Undarig Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa 

p ;;nggunaan ps1kotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingfan pengobatan 

1ru1 atau tujuan ilmu pengetahuan dengan mengindahkan syarat-syarat ya11g 

d i1entukan oleh undang-undang. 

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika 

dan termasuk penyalahgun3f1.n. 

Penmya!ahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitL! memakai hak 

mi liknya dengan tidak pada tempatnya atau dengan sewenang-wenang. 

Dapat juga diartikan salah pakai atau iY'isuse yaitu mempergunakan 

:esuatu yang tidak sesuai dengan fungsmya. 

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, 

d iberi kemungkinan utnuk mengimport psikotropika mengeksport obat-obat yang 

'" Pn2~mdung psikotropika, men£1..n.a!!\ meme!!harn. papaver, koka dan ga..0 Ja. Untuk 

itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut 

hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu, yaitu: 

I . Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan 

L . Apotik 

3. Dokter 

4. Pabrik farmasi 

' 
5. Pedagang besar farmasi 

6. Rumah sakit 

Istilah psikotropika yang dipergun;;il.;:an di sini bukanlah "NARCOTICS" 

pada farmacologie , meiainkan dengan DRUG yaitu sejenis zat yang bila 
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dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si 

pemakai yaitu : 

I . Mempengaruhi kesadaran 

2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia 

3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 

a. penenang 

b. perangsang (bukan rangsangan sex) 

c. menimbulkan halusinasi9 

Zat psikotropika ini ditemukan manusi a yang penggunaannya rl 1tujukan 

untuk kepentinga..11 umat manusia khususnva di bidang pengobatan, oleh 

karenanya dalam ketentuan penmdang-undangan mengenai psikotropika 

penggunaannya diatur secara ilegal di bmvah pengawasan dan tanggung jawab 

dokter dan apoteker. 10 

dosis yuog diatur oleh seoran_g dokteT 

11ntuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akiba.t sampinga;1 yang 

membahayakan bagi tubuh ora11g yang bersangkutan (yang diobatinya). 

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan pcnyakit 

Sesuatu zat berfungsi menyembubJcan penyakit, jika penggunaannya :;esuai , 

dengan petunjuk yang benYenang (ahli). Ini disebabkan karena hanq : yang 

berwena;g (ahlinya-lah) yang mengetahui : 

L Ukuran (dosis) sesuatu obat 

Lamanya suatu obat hams dipergunakan 

Pantangannya dan lain sebagainya 

" Soedjono S., Hllkllm Narkotika Indonesia , Penerbit /\Jumni, Bandung, i .;.., \ mJ 
10 lbil~ ha!. 1 - 2 
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Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabilah disalah gunakan 

atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bag1 

kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotrop1ka 

hanya dibatasi untuk kepentingan pengibatan dan tujuan ilmu pengetahuan. 

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal 

serta menyebabkan yang bersangkutan. menJadi ketergar1tungan pada psikotrnpika 

untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala 

cara., tanpa mengindahkan norma-norma· sosial, agama maupun hukum yang 

berlaku. 

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlal1 dibayangkar1 bahwa ba..l-iaya 

dari penyalahgunaa!l psikotropika tidak saja terhadap probadi si pemakai, 

me!ainkan pula dapat menciptakan keadaan memba.l-iayakan atau mengancarn 

masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak 

l - cd orn'"'ln~11 n l'rr::ln 
~ .. ._- .. _.~ .:::>'"O.L._ .......... b ......... Kead3l1.11 obat. 

Deteriosasimental (l:emerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan 

perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, 

seperti: 

1. Kecelakaan meningkat 

Kecelakaan la!u lintas dan kecelakaan sewakw bekerja 

2. Kekera'san meningkat (\-iolence) 

a pembunuhan diri sendiri Ouicide) 

b. pembunuhan orang lain (komicidi) 
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3. Kejahatan lain : 

a benda (mencuri, merampok dan merusak) 

b. moral (seks dan perkosaan) 

4 . Tingkah laku abnormal · 

a. tidak produk1if 

b. tidak mempunyai rasa tanggung jawab 

c. ticiak memikirkan hari depan 

5. Kelebihan takaran (over dosis) : 

a. menyebabkan kematian 

b. cacat seumur hidup 

Penyalahgunaan ps1 kotropika dan akibatnya baik yang membawa 

penderitaa.ri terhadap si pemcJ~ai (para pecar1du) maupun. akibat-akibat sosia!nya. 

telah lama menjadi problema serius di Indonesia. 

A. Aspek Penyalahgun::ian Psikotropikn Te!·hadap Masyarakat 

Sebagaimana kita ketahui ba'1wa orar1g-orang kecw.duan 

psikotropika di saat ketagihan mengalami penderitaan yang mana hams dipenuhi 

dengan jalan a.pa saja. Bagi o:·ang-ora'1g berpenghasilan rendah dia akan terpaksa 

akan melak-ukan pencurian, penjambretan dan berbr.gai tindakan kriminal lainnya. 

Biar baga{manapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunaka'n psikotropika 

akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepenti ngJr~ 

bangsa dan negara di masa da11 generasi mendatang. 

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subversi dan su::n• ·· :'g~ -a 

terhadap negara lain, maka bali.ayanya akan terasa sekali, yaitu -;; ur:m ~ -.c '·r:.-- :J .. -,__:· 
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seperti yang dialarni negara Cina dalarn perang candi di mana lnggns 

rnempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan la\van dari dalam) 

yang antara lain Hongkong rnenjadi Koloni Jnggris. 

Untuk rnengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika 

mr maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya 

penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat. 

Badan atau iembaga yang rnenangani penyalahgunaan psikotropika dapat 

mempero!eh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat 1angsung dari 

penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu. 

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi , 

daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja atau sering rnangkir karena 

sakit dan sebagainya Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid 

dengan kebiasaan makan obat dan murid dengan kebiasaan makan obat dan murid 

dengan jalan mewancarai gum bagian bimbingan dan penyuluhan dan 

<1dministrasi seko!ah). 

Data dan pencatatan bagia kepolisian dan pengadilan akan 

:n~ngungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan psikotropika 

.'1 satu daerah pada suatu masa tertentu. 

T~ntu jum!ah yang digambarkan oleh data-data yang 'dipero!eh tad! 

-ub nlah gambaran yang sebenamya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan 

<8 tropika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es , .~!1 £' 

: ·1\·embul di atas permukaan air laut yang dalam. 
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Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyat permasalahan 

penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang 

bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar 

untuk mendapat info rmas1 dan data-data , ang lengkap mengenai : 

1. Benar tidaknya sm_ alemen permasalahan tersebut dalam masyarakat 

bersangkutan da..ri sampai di mana luas penyebarannya 

2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya .1ems psikotropika mana yang 

dipergunakan 

3. Jumlah anak didik remaJa atau anggota maS\'arakat yang telah 

menyala'1gunakan psikotropika tersebut (kua11tifikasi) 

4. Da'l akibat buruk apa dan masalah sosiaL kesehatan yang negatif yang 

sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan 

Suatu pemyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok 

sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data 

yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau landasan kata orang 

saJa. 

Bagi orang-orang yang menya!ahgunakan pikotropika perlu ditanggulangi 

secara prefentif dan refresif demi terciptanya pembangunan m:musia seutuhnya. 

tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan psik:otropika secara 

singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan 

psikotropika yang dipergunaka.r1 yaitu dengan jalan menghindarkan prefens i 3!31u 

rnengurang1 jumlahnya (insidnce-rate) dan mengurang1 

rnasalah/prob!ema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan · :m11J~i ~ .:t".:.. 
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dimengerti bahw·a ruang lingkupnya .iauh lebih luas dari pada hanya 

menghindarkan (pn~fensi) atau mengurar1g1 jum!ah obat-obatan dan psikotropika 

yang beredar saj a. 
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BABill 

TJNJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR 

A. Pengertian Saksi Pelapor 

Di da!am KUHAP, a!at-abt bukti yang sah diatuf dan ditetapkan da!am 

Pasal 184 KUHAP 

1. Alat buh yang sah ialah • 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan C'J1li 

c. Surat 

d. Peturijuk 

e. Keterangan terdak\\ a 

2. Hal yang secara umum dudah d!ketahui tidak per!u dibuktikan 

Pasal l 84 KUHAP di atas menempatkan keterangan saksi diurutan 

pertama di atas alat bukti iain bernpa keterar1ga..11 ahli, surat petuPjuk dan 

keterangan terdak\\'a. Pasal 185 (2) menyatakan "keterangan seorang saksi S<l.Ja 

tidak cukup untuk membukt!kan bahwa terdakwa bersalah terhs.ap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya·· A~·at (3) dari pasal yang sama berbunyi " ketentuan 

sebagaimana dimaksud da!am ayat (2) tidak berlak-u apabila disertai dengan a!at 

bukti yaQg sah lainnya". Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari l 

(satu) orang saksi saja tanpa diserta! abt bukti lainnya, dapat dianggap cuku~' 

untuk membuk1ikan apakah seorang terdakwa bersalah /tidak. 

Pada saat memberikan keteranganr1ya, saksi hams dapat men·:· ~ ~ i '-: :::n 

keterangan ~ · an..,; scbenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa ar:n.n 0 ?::1 ._ -: ".:3 
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saat diperiksa di muka persidangan. la tidak boleh ragu-ragu menjelaskan 

peristiwa yang sebenarnya, walau mun~kin keterangannya itu memberatkan si 

terdakwa Maka Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis 

Hakim untuk memungkinkan seora11g saksi didengar keterangarmya tanpa 

kehadiran terdakwa Alasarmya jelas, mengakomodir kepentingan saksi sehingga 

ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa 

takut, khawatir ataupun tertekan. 11 

Tetapi saksi juga harus dib~baskan dari perasaan takut, khawatir akan 

dampak dari keterangan yang diberikarmya. Seseorang mungkin saja menolak 

untuk bersaksi, ata'..l kalupun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau 

mempertaruhkan nyawanya atau nyavva keluarganya gara-gara keterangarmya 

yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan 

keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidaria sehingga tidak 

memiliki kemampuan untuk menceritaka..11 ulang peristi\va yang dial~mi~,_J· u. itu . 

Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan ataupun 

berhenti di tengah jalan karena psersoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti 

keja'fiatari psikotropika atau kejahatan narkotika yang melibatkan sebuah sindikat 

atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang sering kali 

tidak dapat diproses karena tidak: ada saksi y311g mau dan berani memberibn 

# 

keterangan yang sebenamya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja 

gagalnya sebua.l-i tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur dan 

berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan tetapii juga pelanggaran hak-hak: asasi 

' individual yang terkait dalam kasus tersebut 

l l Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak ASGi M...U. D.i..a. Cttab Undang-Undang 
HukumAcara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 103 
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Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme 

perlindungan saksi dan korban amat penting u11tuk menjamin diperolehnya 

kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk 

bagi saksi dan korbai1 :-: ang terkait. 

Keterangan skas1 sebaga1 alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di 

sidang pengadtlan, mengena1 suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu 

(Pasal I a.rigka (27) jo Pasal 185 ayat (I )"KUHAP). 

Sedangkan saksi pelapor itu sendiri adalah saksi melaporkan telah 

terjadiP.ya sebuah perbuatan pidana. Artiny:i saksi dalam ha! ini menyaksikan 

sendiri, mendengar atau melihat telah te1:jadi perbuatan pidana. Dan dengan sebab 

penyaksiarinya tesebut maka saksi melaporkmmya kepada instansi yang 

berwenang dalam mela1a1kan penyidikan selanjutnya seperti kepolisian dan 

instcnsi !cinn'.'c. 12 

B. Pengaturan Saksi Pelapor DalaJn Uodao:-Undang 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tatum 2006 menjelaskan 

"saksi adalah orang yang dapat memberikm kaenmgm guna Lepeutingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeribaan di sidang pmgadilran 

, 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lilmt smidiri daw'atau ia 

alami sendiri. 

Saksi pelapor diatur ketenttuannya dalam KUHAP !DMlp'llD dalmn 

ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 teoUog Palirwlungm Saksi 

12 Ibid. ha!. 104 
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dan Korban. Sebelum diundangkannya Undan g-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

maka terdapat perbedaan pend apa\ dapat menelurkan Rencan<:. Undang-Undang 

(RU) tersebut menjad1 undan5-undang RUU Perlindungan Saksi dan Korban di 

Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewa.'1 Penvakilan Rakyat telah 

disahkan menjad1 unda.ng-undang yaitu Undang-Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tenta11 g Perlmdungan Saksi dw Korban. Jadwal tersebut terlambat 

karena menurut _1ad wa1 vang d1keluarkan DPR, RUU tersebut akan disahkan 

dalan1 rapat panpu:na DPR pcida 24 Maret 2006. Keterl ambata.ri pengesahan RUU 

tersebut menJad1 undang-undang karena kelemahan yang ditemukan di dalam 

rancangannya, ba1 k dalam RUTJ inisiatif DPR maupun RUU yar1g diusulkan 

pemerintah. 

Kelemahan tersebut, : 

1. Konsep dasar penyusunan RUU yang lemah 

besar perlunya Undang-Undang Per!indungan Saksi . Di dalam rnncangan 

DPR, tujuari dari undang-undang hanya sebatas melindungi saksi denga.n 

memberikan rasa aman saat saksi dan korban memberikan keterangan di 

peradilan pidana. Apabi!a hal itu yang hendak dicapai , lebih baik mendorong 
I 

kepolisian atau kejaksaan untuk meningkatl:an kinerjanya karena tugas seperti 

• 
di atas adalah tugas lembaga tersebu t. 

Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peratura.n 

perundang-undarigan mengidentifikasi masalah tertentu. Dalam ha! im. 

masalah yang dihadapai adalah efekiifitas dalam penegakan hukum. terutama 

dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi man us1a berat dan 
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penyelesaian kasus psikotropika. Hambatan utama dalam penyelesaian kasus-

kasus tersebut adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk berperan sebagai 

pelapor dar. saksi . Karrena itu , seharusnya tujuan keberadaan Undang-Undang 

Perlindungan Saksi bukan sebatas untuk melindungi saksi, melainkan !ebih 

untuk meningkatkan efe1'1ifitas dalam penegakan hukum terutama 

penye!esaian kasus pe!anggaran HAM dan kasus psikotrnpika 

2. Tidak. berperspektif pemberantasan psikotropika 

Me!ihat modus psikotropika yang tersi"stcmatis dengan baik_ diserLli adanya 

keterlibatan para p~jabat negara ataupun orang-orang yang cukup 

berpengaruh, ketakutan para saksi atm.: pe!apor adanya indikasi psikotropika 

perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan aka::i rasa keadilan 

yang hendak dicapainya. Dalam ha! ini, Undang-Undang Per!indungan Saksi 

jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para 

saksi yili"'lg mcrT1iliki kcberania-r1 untuk IT1engungkapk.a.n ta.sus psikotropika. 

TJnd~J1g-undar1g ini nantinya dih3.rapkan mampu memotiYasi orang yang 

mengetahui terjadinya tindak pidana psikotropika untuk bera.11i mengauk 

kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor. 

Nanmn daJam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan 
j 

Saksi dan Korban, perspeJ...iif tersebut tid&k ditemukan. Hal itu dapat terlihat 

• 
dengan tidak dimasukkannya Undang-Undang A...'1ti Psikotropika dalarn 

pertimbangannya, padahal saksi kasus psikotropika terrnasuk yang harus 

dilindungi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tenta:-:.g 

PPrli~dungan Saksi dan Korban ini belum memasukkan unsur pelapor da 'Cm 

kasus psikotropika. Pelapor didefinisikan seperti yang ada di chiarn :< . '. .~b 

26 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, padahal pelapor jasus psikotropika 

belum lentu akan menjadi saksi . Pelapor kasus psikotropika perlu diakomodasi 

di dalarn RUU mengingat posisi pentingnya dalam mengungkap kasus 

psikotropika yang t1dak terungkap di permukaan dan rninimnya alat bukti 

yang ditemukan 

3. Terdapat kerancuan dalam menempatkan hak-hak saksi dan perlakua..11 

terhadap saksi 

Seharusnya hak-hak saksi dipi :;cllkan dari kepastimi hukumnya Kosekuensi 

dari kerancuan tersebut , hak-hak saksi menjadi sangat umum dan tidak 

mempertimbangka.11 ca.l.;_upan saksi yang a.'1rus mendapatkan pedindungan atau 

perlakuan khusus. Banrnknya jenis saksi seharusnya menuntut pemisaJ1an 

hak-hak dan pelakunya. Sedangkan menyangkut per!indungan saksi , RUU 

ridak dapat secara terperinci mendefinisikan jenis dan bentuk perlindungan 

wal al.lpun t.'lt .<J ccira perlindungan sudah sedikit banyak disinggung 13 

Di sisi lain_ Undang- Und ang N omor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban cenderung menyakarnan hak-hak dan perlakuan saksi da.'1 

korban. Dalam kasus pelanggaran HAM, ha! itu dtmungkinkan mengingat 

posisi saksi yang hampir pasti sebagai korban. Tap1, dalam kasus psikotropika, 

hampir bisa dipastikan tidak ada korban, atau korbannya adalah negara. Selain 

itu, perlakuan terhadap korban pasca putusan pengadilan, teruta.n12. kcd>::::-

pelanggaran HAM berat, belum diperhatikan 

4. Bel um ada ketentuan tentang peran serta masyarakat chri. ;:;.c :-: ;r . .::.~ ;<::::.:1 

terhadap orang yang memberikan kesaksian atau melaoprbn tm i l:. ~: ; '. ::cnJ 

13 Didik: M. /\rief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perli11dungan ;.:orban ;.;,ejaharan 
antara Norma dan Realita, Raja Gra(indo, Jakarta, 2007, ha!. 55 
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Untuk mengungkap kasus tindak puidana. terutama pelanggaran HAM dan 

psikotropika, peran serta masyarakat sangat menentukan. Beberapa kasus 

pelanggaran HAM dapat terungbp karena adanya kesaksian dari korban, tapi 

masih lebih banyak yang tidak terungkap karena korban tidak mau bersaksi 

mengingat besamya risiko yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kasus 

psikotropika, peran '' histleblo wer sangat menentukan. Kasus psikotropika di 

tubuh Komisi Pemilihan Umum dapat terungkap tidak lain karena peran 

whistleblO\\'eL 

Mengingat besamya risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam 

berperan melaporkan atau menj adi saksi tind::i.k p1da11a, sudah. sewaJamya 

apabila mereka diberi penghargaan sesuai dengan perannya. Selain itu, 

rnemasukkan unsur penghargaan bagi peran serta masyarakat penting 

dilakuikan un!uk rneningkatkan partisipasi rnasyarakat dalam melaporkan 

5. Pembentukan lembaga yang tidak realistis 

Dari rancangan ya.r1g ada, jelas terlihat bahwa aka'1 dibentuk lembaga 

perlindungan saksi yang bersifat independen, bukan memanfaatkan lembaga-

iembaga yang sudah ada (Kepolisian, Kejaksaan atau Departemen Hukum dan. 
( 

Hak Asasi Manusia) yang memang diamanatkan oleh undang-llndang. Selmn 

itu, le~baga ini akan dibentuk sekurang-kura'1gnya di setiap ibukota pro vinsi 

dan di \\ilayah kabupaten/kota 

Dan pengalaman beberapa negara, terdapat ha! 

diperttimbangkan dalam nemb entu!..:an lem bag a perl indu n:Sa. <: "'Ks ! vai cu 
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dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Sai(si dan Karban yang akan direalisasi, apabi!a menggunakan 3 (tiga) ukuran di 

atas, sungguh tidak realist is. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Ta.hun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Karban, ketentuan mengenai anggata Iembaga perlindungan saksi 

terdiri atas ba.11) ak unsur, yaitu • 

l. Komisi Nasional Hak Asasi Mansia 

2. Kepolisian 

3. Kej aksaan 

4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

5. Akademisi 

6. Lembaga S\:vadaya Masyarakat 

Sedangkan bentuk organisasinya cenderung seperti komisi. Konsekuensi dari 

bPntuk org3!1isasi dci.r1 keanggotaan seperti ~tl-~ aka!! !!'.e!a..1'irka!! resistemi dELn. 

ancaman keamanan terhadap saksi. Padahal lernbc;ga perlindungan saksi 

seharusnya merupakan orga11isasi yang profesional dan sangat eksklusif, 

mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar dan bersifat rahasia 

Ketiadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi akan memperlambat 

langkah penegakan hukum, terutama dalam rnernberantas psikotropika dan 

menegakkan HAI\.t Tapi, keberadaan anturan hukum tentang pertindungan saksi 

yang ban: ak memil!J.;1 kelemahan justru akan dapat menghambat peran serta 

masyarakat da.I1 1dapa: rnengancam keselarnatan saksi. Karena itu, sebelum RUU 

tersebut disahkan menjad i nd ang- ·nrlang Perlindungan Saksi, alangkah baik'llya 

DPR melakukan dengar pend2.pat d;:> rlsan pihak-pihak yang mempunyai perhatian 
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besar terhadap masalah ini. Setidaknya ada beberapa pihak yang hams diundang 

ke DPR untuk membahas RUU ini, yaitu: 

1. Kepolisian 

2. Kejaksaan 

3. Kornisi Nasional Hak Asasi Manusia 

4. Kornisi Pemberantasan Psikotropika 

5. Koalisi Rencana Undang-Undang Perlindungan Saksi 

C. Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana 

Pembahasan terhadap subbab ini dapat dipisa..hka..D. dengan Tidankan 

Khairiansyah, seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaporkan 

upaya penyuapan kepada Ko!T'isis Pemberantasan Psikotropika (KPK) dalam 

konteks ini bisa saja disebut sebagai suatu "accident". 

Tertangkapn)-ra I\.1ulya..~a \1/. Kusw~w.11 pun dapat disebut sebagai suatu 

"kecelakaa.TJ.". Kecelakaan yang menjadi kunci pembuka gembok besar pengunci 

kasus psikotropika di suat lembaga terhormat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

yang bisa jadi akan menyeret orang-orang terhormat. Maka, hebohlah seluruh 

negeli. 

Alih-alih bangga dengan keberanian anak buahnva dan mernberikan 

penghargaan serta perlindungan, yang dilal-ubn kepala BPK A'nwar Nasution 

malah memaki-maki seraya mengancam akan memberikan sanksi kepada 

Khairiansyah. 

Di negeri yang sistem hukurnnya s~."';.11 rawan dan korup seperti 

Indonesia, nasib sahi pelapor mema.'1g sungguh celaka . .t\mbil contoh beberapa 
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wal...iu lalu, Endin Wahyudin, yang melaporkan dugaan psikotropika 3 (tiga hak1m 

agung, malah menjadi terdakwa di persidangan. Belajar dari kasus yang memmpa 

Edin, publik _iadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteks1 

hukum yang memadai bag1 para saksi pelapor tindak pidana psikotropika. 

Sejauh ini Indonesia memang baru memiliki produk perundang-undangan 

untuk perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana terorisme. Beleid ini 

tercantum dalam Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, ·Penuntut Umum dan Hakim da!am 

Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, untuk para saksi pelapor tindak 

pida.11a psikotropika, proteksi hukum serupa be!um tersedia. 

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan 

perlindungan saksi . Di Amerika Serikat, misa!nya Undang-Undang Reformasi 

Keamanan Saksi Tahun 1984 menjamin pemberia.'1 proteksi kepada para pdapor 

Marshals , yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshal-

nya. 

Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga 

ke!a11gsungan hidup pribadi dan ke!uarga. Semua kegiatan c!an kebutuha'l diatur 
{ 

melalui kantor opperasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada d1 

bawah Divisi I<..riminal Departemen Kehakiman. Cerita serupa bisa: kita peroleh 

dari Afrika Selatan. 

Bagaimana dengan Indonesia, denga.11 disyahkan Rencana Undang- Un•~ z. ~ 

· Perlindungan Saksi sebagai agenda pembahasan dalam t~liu:i 2r 05 .; '2..1 E 2-

menjadi und ang-undang yaitu Undm1g-Undang Nomor 13 Tah ~m 1 
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Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, bila mengingat tingkat kerusakan yang 

muncul akibat ulah para koruptor dan !emahnya upaya pemberian perlindungan 

hukum bagi para saksi, suudah sepantasnya secara cepat pula dikeluarkan 

peraturan pelaksananya sehmgag efektifitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 dapat dirtingkatkan. 

Apalagi_ sebena.rnya banyak para pelapor yang bersedia membeberkan 

data, modus operandi penyelewengan kekuasan, penyuapan dan berbagai trik 

psikotropika canggih lainnya Mereka terdiri dari beberapa ana.L.: muda di berbagai 

iembaga pemerintah yang sudah geram dengan tingkah laku korup para 

atasannnya. Tapi, jikajaminan hukum tidak segera terwujud, proses legal terhadap 

pemberantasan psikotroµika terancam menemui jalan buntu karena para !lelapor 

enggan bersaksi di depan persidangan. 

Tak syak lagi ;.irgensi pengesahan Rencana Undang-Undang Perlindungan 

Saksi 

dalam kasus dugaan psikotropika Mulyana. I<Jiairiansyah-Khairiansyah baru bisa 

bermunculan di berbagai !embaga pemerintah, korporasi dan lembaga po!itik 

lainnya bila negara mampu memberikan proteksi hu~Lim terhadap para saksi 

14 pelapor. 

Kombinasi antara "demam" K.ha1riansyah yang melahirkan deretan para 

pelapor 'baru dan kepastian hukum w1tuk memberikan perlindungan akan 

menimbulkan harapan terhadap perang melawan psikotropika. Bila fenomena 1n: 

sudah terbentang di depan mata, para pelaku psikotropika, penegak hu.:'.1.lrr ~ 

pejabat yang korup danjuga oknum lainnya akan berpikir ulang untu.- " 1+1: J C..1 

14 Chaeruddin dan Syarif Fadillah, Korban KejahaJan dalam Perspdaif na· IOJ:i .._ 
Hukum Pidana Islam_ Ghalia Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004. hal 21.:: 
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praktek buruk mereka dalam menyelewengkan kekuasaan yang telah me7.;::- -~ 

negeri ini terpuruk. Indonesia tidak cukup dengan satu Khairiansyah. Negara 1~ : 

perlu ribuan Khairiansyah lain dalam perang melmvan psikotropika 

D. Efektifitas Keberadaan Saksi Pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana 

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupa...lcan bukti yang 

paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan 

perkara pidana tetap diperlukan vvalaupun seandainya bukti serupa atau 

keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bah\va setiap 

pemeriksaan perkara pidana w1tuk menentukan salah atau tidaknya seorang 

terdakwa harus didukung 2 (dua) alat buJ.Ji ang sah, namun walaupun telah 

dipenuhi symat tersebut da!am prakteknya masih juga diusa...l-iakan untuk 

mendengar keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut setidak-tidaknya harus 

~rb 'I ( rhrn \ --- - " _ _..._,. 

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adala..'1 orang yang dapat 

memberikan keterangan gun.a kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri. ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri. 

Selanjutnya Pasal l butir ke-27 K HAP mengatur sebagai berikut : 

keterangan saksi ada!ah salah satu alat bukti da!am perkara pidana yang berupa 

keteranga11 dari saksi mengenai suatu peristi' a pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendin dan ia alami sendiri dengan men~ ebut alasan pengetahuannya itu. 

Dari ketentuan tersebut di atas. dapat ditarik unsur-unsur yang terpenlln? 

yaitu: 
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a. adanya peristiwa pidana yang ia (saksi) 

b. de11gar sendiri 

c. Jihat sendiri 

d. alami sendiri 

e. dengan menyebut alasan dari pcngetahuannya itu 15 

Jadi , agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah 

memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana 

yang didengamva sendiri, dilihatnya sendih dan dialaminya sendiri. 

Pengertian kata ··sendiri" berarti setiap hal-hal yang secara langsung 

diketahui oleh saksi akan tetapi baik pend&pat maupun rekaan, yang dipercleh dari 

hasil pemikiran s~ia bubm merupakan keterangan saksi dan tidka mencakup 

keterangan yang diperoleh dari orang lain (!estomonium de auditu). 

Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan : 

a. Setiap keterangan saksi di !uar ~p~ y:'....~b d!d ~::.;::.:-rly~ se:id! ri dalan1 peristi;vu 

pidana yang ter_jadi atau di luar yang d!Eha! atau yang dia!aminya sendiri. 

tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat buk.1i 

b. Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan 

dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai 

c. Pendapat atau rekaan. ~1ang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan 

• 
merupakan keterangan saksi 

Kesaksia..11 yang Testimonium de auditu tida..1<: dapat dijadikan sebagai a.l 0
: 

buk.1i yang sah menurut hukum, ha\ ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hu -uff 

acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perl ir ..'. J..:- =- " ·-

15 H. M. Kamaluddin. Hukum Pembuktian Pi<lana dan Perda111 L>aLw1 fr .,.; JV'. 
Praktek , Tanpa Penerbit , Medan, 1992, hal. 19 
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terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya 

mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenanmnya, maka kesaksian de 

auditu patut tidak dipakai di Indonesia. 

Namun demikian kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, 

,,valaupun tidka mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia 

dapat sesuai denga11 alat-alat buk1i yang lain dan sepanjang keterangan itu benar 

adanya, dapat memperkuat kevakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai 

bukti petunJuk yang penilaian dan penimbangannya diserahkan kepada 

kebijaksaan hakim. 

Ha! ini sesuai pula dengan pendapat \V1rjono Prodjodikoro yang 

mengatakan : 

" ........ .... .... ., .... hakim di!ara.ng memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi 

de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu har1ya dengar saja terjadinya 

tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi : an ~ menerangkan telah 

mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidal;: se!au 

dapat dikesampingkan dan orang lain 1tu, dapat berguna untuk penyusunan suatu 

rangkaian pernbuk.1ian terhadap terdak\\ a." i 6 

Pada umumnya semua orang dapat menj adi saksi , kecuali yang ditentukan 

lain o!eh' Pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar ketera11gannya dan dapat 

mengundurkan diri sebagai saksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu : 

a. Ke!uarga sedarah atau sernenda dala..T11 garis lurus ke atas atau ke b2! \' J.t 

sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebag 1 t~rd~ · "' 

16 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia , F.d~ Jabrta, 2003. bal. 
17 
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b. Saudasra dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdahva, saudara 

ibu atau bapak, juga men~ka yang mempunyai hubungan karena perkawinan 

dan anak-anak saudara terdakvva sampai derajat ketiga 

c. Suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama 

sebagai terdakvva k ( 
Sehenamya apa yang diuraikan o!eh Pasa! 168 KUHAP tentang saksi yang 

mempunyai hak ingkar ya1tu saks1 ~ ang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ·pada masa pemerintahan Bebnda yaitu 

pada masa berlakunya HlR. Dalam Pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan 

tegas bal1wa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan 

terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumoah. 

Untuk memperje!as hal tersebut di atas, penulis akan mengemukakan salah 

satu Putusan Mahkamah Agung Republik lndoneisa yang telag rnenjadi 

mernbatalkan Putusan Pengad ilzin Ti n_ggi PZil e rn bang dzm Pe11 g:1d1! '1. r1 ' <? r1p r i 
- =:i - - -

o n:o: 

200/PN.1969, yang isinya sebagai benkut .. istri >'ang S\' " ;r ct?.ri tc rt:.idut- i 'ak 

dapat dijadikan. sebagai saksi yang disumpah". 

Selain dari pada yang disebut oleh Pasal 168 KUH:-\.P l;;>Trcg s.J k c;1 \'ang 

mempun)1ai hak ingkar, Pasal 17! KUHAP juga mena.111bahb.,. Fngecua!ian 

terhadap saksi yang mempunyai hak ingkar, yaitu : 

l. anak yang umurnya belum cuk.-up 15 (lima betas) ta~u .. n dan belum pemali 

ka\Vln 

2. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali 
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Mengapa anak yang masih di bav,·ah umur serta orang yang sakit jiwa, 

sakit ingatan digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena 

mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempuma dan 

ada keceaderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenamya, apalagi jika 

dihubungan dengan nilai dan kek'Uatan keterangan yang diberikan seorang untuk 

memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana di mana ia harus disumpah 

untuk berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka 

itu t1d ak dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dcngan 

demikian keterangan saksi yang disebut oleh Pasal l 71 KUHAP hanya sebagai 

bukti petu.11Juk b"2:! h<'.kim. 

Sedangkan bagi orang ,·ang mempunyai hubungan darah diberikan hak 

a. Untuk mencegah kemungkinan d tb~ ri lannya keterangan yang tidak objek1 if 

b Unn1k me nja.ga huhungan haik da! am ke ! u ·~ r;u 

c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan batin 

Hak ingkar artinya "hak seorang saksi un !Lt1-. menga_Ju kan keberata.n-

keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seornng hakim yang akan 

~ · 1 · k ,, 17 mengaa1.1 per. ·aranya. 

0[ samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada 

Juga beberapa golongan yang dikecualikan untuk mer-U adi saksi dan dapat 

meminta supaya dibebaskan dari k:ewajiban memberi k:eterangan saksi, antara lain 

adalah mereka-mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatanr1ya 

diwajibkan men~ [mpan rahasia (vide Pasal 170 KUHAP). 

11 Ni e • Nga:u . Tanya Jawab H11k11m dan M1mfaal11ya Bagi Pencari Ke.benaraJ'I, Jan 
Keadilan , Seri L L;hcn•: . Yogn\karta, 2004, ha!. 63 
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Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dol1er 

yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pas!ennya. Sedangkan 

mereka yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya 

seorang pastor atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang 

melakukan pengakuan dosa kepadanya. 

O!eh karena P1Sa! 1 70 KUHAP mengatur tentang kebebasan orang-orang 

yang karena martabatnya dan jabatannya dapat mengindarkan diri sebagai saksi, 

maka s1Jdah barang tetntu tidak: tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga 

bertindak sebagai saksi dan dapat diperiksa oleh hakim Mereka inilah yang 

disebut dengan kesaksia.11 yang relatif 

Di dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat 

dimajuka.11 sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka 

pembuk'tian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 

a Saksi a decharge 

Saksi a decharge ada!ah saksi yang diajukan oleh tersangka/terda.1<.wa atau 

penasehat huh1m yang diharapkan dapat rnemberikan keterangan yang 

menguntungkan bagi tersangka/terdakwa18 

Kesaksian a decharge seringkali diperlukan oleh terdahva, apabila terdakwa 

te!ah ~1engemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat fain pada SM! 

tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bah·wa ia benar-

benar tidal-: pernah berada di tempat kejadian sebelum, sela.'Tia atau sesuda.1: 

18 Abdurrachman, op.cit. hat .p 
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tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi a decharge akan 

menguatkan alibi terdakwa tersebut 

b. Saksi a charge 

Saksi a charge adalah yang memberikan keterangan yan o 
- 0 denga11 

keterangannya itu dapat memberikan suatu dakwaan terhadap diri terdabva 19 

Saksi a charge pada umumr:ya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks 

atau sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

Selain kedua saks i di atas di dalani praktek beracara di pengadilan dikenal 

juga saksi lainnya yaitu : 

L. Saksi Verbalisant 

Saksi verbalisant adalah suatu istilah y:mg 1azim dipergunakan untL ~k praktek 

peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik. Pada 

umum.nya anggota Polri , yang menyidik da.11 membuat berita acara peri stiwa 

perintah hakim tmtuk dideng?.rb !: ~: e ter?.n g?.n!!Y ?. sebagai saksi da! :l::~ perkara 

yang sedang berjalan20 

2. Saksi rvlahkota 

Saksi mahkota adalah saksi yang dirna_iukan penuntut urnum di depan 

persidangan, di mana saksi terse but j uga r.1erupakan tern an terdakwa yang ikut 

serta ~elakukan perbuatan pidana itu21 

Dengan demikian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi utama yang 

sesuai dengan konteks pembahasan karya ilmiah ini, yaitu berasal dari salah 

seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama \·ang seda_n g 

19 Ibid. hal. 49 
20 H M. Kamaluddin Lubis, Op.cit. . ha!. 30 
21 Ibid, hal 3~ 
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disidangkan atau diperiks~ adalah termasuk ke dalam go longan atau _ien6 s.aks1 a 

charge. Karena saksi mahkota ini diajukan o!eh penuntut umum dalarn l•.s::i1ari.y1 

untuk membuh.iikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terd::ikwa, 

agar dak\vaan itu terbuk.ii sah dan meyaki11kan. Dengan demikian keterangan yang 

diberikan oleh saks t mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa. 

Dalam Pasa! l 85 3) at ( 7) KU HAP yang berbunyi • 

"Keterangan dari saksi yang ttdak disumpah mesh:ipun sesuai satu dengan yang 

lain, tidak merupakan alat buk1i, namun arrnbila ketera11gan 1tu St:;suai dengan 

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 

b ' . ~1.... l . --22 uKtl yang s;.u1 am. · 

Jadi menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketentuan Pasal 185 

ayat (7), keterangan yang diberikari o!eh saks i yang tidak mengucapkan sumpah 

a.tau janji tidak dap<'..t dijadikan alat bukii yang sah, keterangan itu hanya boleh 

digunakan ol eh hakirn sebagai ketenmgin !ci.!!!b'.lhan. !..!.!1tuk meng>.la!bn keyakin.211 

hakim. 

Dari uraian. di atas jelas bahwa menurut KUHAP keterangan saksi yang 

mempunyai nilai dan reabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah adalah 

keterangan saksi yang memenuhi syarat, yaitu • 

a. Syarat Material 

Ketera11gan saksi sebaga1 alat bukti yang sah adalah keterangan ya.'lg 

diberikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan memgalami sendiri suatu 

peristi\\a pidana yang bersangkuta.11, bukan keterangan yang diberikar: oJ;;; 

22 Socsilo, M. Karjadi, Kitab Undang-Undang H11k11m Acara Pidana ,Je:nzun ?,·r, .. , ;_;,:i:-: 

Resmi dan Komentar. Politeia, Bogor, I 996, haL 83 
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saksi yang mendengar dari orang lain atau kesaksian testimonium de auditu 

(hearsay evidence) 

b. Syarat Formal 

1) Keterangan saksi sebagai alat buk1i yang sah adalah keterangan yang 

diberikan oleh saksi yang telah menjalankan kewajibannya sebelum atau 

sesudah memberik keterangan, yaitu mengucapkan su!11pah atau janji 

bahwa ia akan memberi keterangan yang benar tidak lain dari pada yang 

sebenamya 

2) Keterangan sebagai alat bukti _ ang sah itu dinyatakan oleh saksi d i depan 

sidang pengadi! an2
:; 

23 Lamimang, KUHAP Dengan Pembaliasan Secara Juri<lis Men11n1t Juri~pru ,I Ta111 
Ilmu Pengetahuan H11k11m Pida11a, Sinar Barn, Bandung, 2004, ha!. 31 
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BAB IV 

PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM 

TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana 

Psikoh"pika 

Di negen yang sistem hukumnya sangat rawan dan belum memberikan 

kepastian hukum seperti Indonesia riasib saks i pelapor memang be!um 

mencerminkan kep astian hukum. Publik _iad1 paham bah\,\a negara belum 

menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang !;:ernadai bag! para saksi pe!apor 

tind<lk pidana psikotropika. 

Sejauh ini Indonesia mernang baru memiliki produk perundang-undangan 

untuk perlindur.gan saksi dalam kasus tindak pidana terorisrne. Beleid ini 

terca..ritum dal~m Per~turu...~ Pcmcrintr.....11 ~~omvr 24 Ta:.1:.w1 2003 tentang Tata Cata 

Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, Fenunt~it Urr!um d~m Hakim dalam 

Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu , un!uk para saksi pelapor tindak 

pidana psikotropika, proteksi hukllm serupa belum tersedia. 

Beberapa negara lain te!ah melangkah lebih jauh dalam memberikan 
' 

perlindungan saksi. Di Amerii-;a Serikat, misalnya Undang-Undang Reformasi 

Keamanan' Saksi Tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor 

tindak 1-;ejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah US 
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Marshals, yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshal-

nya.24 

Fasilitas untuk para pelapor ini mula.i dari pemberian rasa aman hingga 

kelangsungan hidup pribadi dan kelu.acga Semua kegiatan dan kebutuhan diatur 

melalui kantor opperasi peoegaJi.an unit khusus perlindungan saksi yang berada di 

bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Hal ini juga terjadi di Afrika 

Selatan 

Di Indonesia dewasa ini tidak ada.tiya jaminan perlir.dungan bagi seorang 

saksi atau pelapor kasus psikotropika. Parkatek pengungkapan kasus biasanya 

mendapatkan perlmvanan yang cukup sengit da.ri pihak-pihak yang diduga terlibat 

dalarn praktek psikotropika Selama ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan 

karena kasus psikotropikanya tenmgkap menggunakan ancaman kekerasan, 

intimidasi atau pelapor kasus psikotropika. Untuk hal yang tersebut maka perlu 

suati...! perlindu..11gan bagi saksi dar1 atau pelapor kasus psikotropika. 

Lebih lanjut terhadap pertar1yaan tentang pengaturan perlindungan saksi 

yang ada di Indonesia dewasa ini. Pengatura..11 tentang perlindungan terhadap saksi 

masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai 

denga.ri masalah masing-masing. Undang-Undang Pemberantasan Psikotropi.ka 
( 

dan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban masih sangat rr.inim 

mengatur mengenai periindungan saksi. Kitab Undang-Undang Hul-um Acara 

Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang saksi termasuk saksi korl>an tidak 

cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan pertindungan terhadap 

hak-hak tersangka ataupun terdakw" KUHAP lebih melihat bahwa saksi hanya 

Suth rtnn-n ~~i1~ !J :: !/:;::"· ·' .. :1: J.~~ :..' p _.-... ,t;!".' ~:...!"';, -, '.":r _._ .; .. t .. •. ~:tt'S'}uf 8.ld-.:~-n Trnnsparansi 
Indonesi a, T cm p<.1 -~fo. 09F<A- :!'; _ 5 
rnti@centrin.ne id 

(Ji" " ·- ) 

-1.3 
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sebagai again dari alat bu\..11 dan kurang mengatur tentang saksi sebagai pihak 

yang perlu dilindungi dan terutama korban dipulihkan hak-haknya. Baru pada 

pertengahan bulan AGustus 2006 kita memiliki Undang-Undang perlindungan 

Sak.si dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya saja 

undang-undang tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaannya 

Apalagi. sebenamya banyak parn µeapor yang bersedia membeberkan 

data, modus operandi penyalahgunaan ps1kotropika canggih lainnya. Tapi , jika 

ja:ninan hukum tidak segera tenvujud, · proses legal terhadap pemberantasan 

psikotropika terancam menemui jalan buntu karena para pelapor enggan bersaksi 

di depan persidm1gan. Lemahnya pengatura11 dari perlindungan tentar1g saksi da11 

korban secara yuridis menjadi saksi enggan untuk bersaksi. 

Persoa!an utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi 

ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebeuamya disebabkan 

~i~~~ = :!~~ j ~rrt!nai.~ tertentu untuk bersaksi. Saksi terniasuk pelapor bahkan sering 

menga!ami kriminalitas atau tuntutan hukum atas kesRks ian '1t'1u laporar: ya::g 

dibenkannya. Saksi akhimya menjadi tersangka at au bahb n terpidana. 

Demikian juga halnya dengan praktek hukum dewasa 1m belum 

meimnj ukan interpedensi dan kemerdekaan s·~o rang saks i dalmn melaporkan 
' 

terjadinya tindak pidana psikotropika di wilayah hukum POLDA SUMUT. 

Tetap ditemukan ganja!an-ganja!an yang merupakan keadaan bagi 

lerhalangnya penegakan hukum di bidang psikotropika ini, di mana kepada saksi 

pelapor ku:ang diberikan perlindungan hukum. 
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B. Faktor-faktor Yang menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap 

Saksi Pe!apor Dalam Tindak Pidana Psikotropika 

Ada banyak faktor yang menyebabkan diberikan perlindungan terhadap 

saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika di Indone'sia yang kesemuanya 

bermuara pada upaya agar dapat dibukanya dan diangkatnya kasus-kasus 

psikotropika dengan adanya seseorang yang bersedia mela9orkan peristiwa 

perbuatan pidana berupa psikotropika tersebut dan agar masyarakat mengetahui 

bahwa di Indonesia diberikar1 perlindungan terhadap saksi yang melaporkan 

adanya suatu tindak pidana psikotropika. Dengan demikian ada 2 (dua) keadaan 

penting yang menjadi faktor alau sebab uta.rna diberikannya perlindungan 

terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika, yaitt• : 

l. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemeberwtasan psikotropika di 

mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan 

pe!aksa!1a2.n perlindungan saksl maka len1baga-Ien1baga yJng b enug~ 

melakukan pernberar1tasan psikotrnpika akan dapat lebih maksimal bertugas 

dan mencari keterangan melalui saksi-saksinya karena undang- nndang 

melakukan perlindungan atas saksi mereka dw masyarakat luasnya 
1
tidak akan 

takut lagi untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait karena mereka 

di!indJngi oleh undang-undang 

2. Bagi pelapor sendiri, di mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi 

pe!apor maka ia tid~ akan k.l-iawatir terjadi hal-hal ya.11g kura.11g baik bagi 

dirim a di belakang hari, seperti kekerasan, atau. ;a dituntut ke depan 

pengadi!an dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka 
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hal tersebut berarti si sa\....s i ?-= ·\ - : --.~1:..5:1kan dirin~·a dil indwig,ii u, (f:l.-,g-

perlindungan saksi nm::2 r:- .:.:.~zr::ka t tidak akan takut lagi men.iad1 pe'lapor 

atau sak:si dalam kasus psi kotropika karena mereka dilindungi undang-undarig 

Perlindungan saksi merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini 

disebabkan dengan seseorang yang bersedia menjadi saksi pe!apor k.li.ususnya 

dalam perkara psikotropika maka keadaan yang menjadi hambatan khususnya 

da!am pengungkapan kasus psikotropika te rsebut dapat dihindari , sehingga pe!aku 

psikotropika dapat dibuk.iikan memang benar-benar bersalah. 

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengeta..liuan sendiri berdasarkan 

apa yang dialaminya, dil!hatnya dan/atau didengarnya berkenaan dengm dugaan 

terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidak!ah 

mustahil saksi (l.dalah juga korban pihak yang dirugikan Jari peristiwa tersebut. 

sebuah peristi~Ya yang rneri~adi objek pemeriksaan di rnuka persidangan. Saksi, 

bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuJ1kan putusan yang 

adil dan onjek1if berdasarkan fakta-fak1a hukum yang dibeberkan. 

Rapat Paripuma DPR, Se!asa l 7 Juli 2005, menyetujui Rancangan 
I 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Rancangan Undang-Undang ini 

• 
diyakini dapat memperkecil "ancaman" yang dihadapi saksi pelapor. Sebuah 

kabar menggembirakan, tentunya. Dan dalam kenyataannya kemudian pada 

tanggal 11 Agustus 2006 disahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi da.11 

korban dalam ·ndang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. 
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Berdasarkan dokumen yang dihimpun Lembaga Srudi dan Advokasi 

Masyarakat, sedikitnya ada 39 sak:si, korban atau pd :{pN y~m? ~!iadukan dengan 

pencemaran nama baik atau mendapatkan berbagai 3ncai~-:r: sejak L 996 - 2000. 

Seluruh farkasi di DPR mendukungnya. Fraksi Parle.· Demokrasi Indonesia 

Perjuangan. misalnya, dalam pemandangan akhir yang dibacakan Yasonna Laoly, 

berkeyakinan undang-unda.l'lg ini bisa membuka tabn- ~ j '. n yang justru 

banyak ter.1ad i di lembaga penegak hukum, seperti d1 l·.'. ·1 n, kejaksaan, 

pengadila n, y~'1g selama 1m sultt dibongkar. '·Jnilah kado un. lisi agar kiart 

gigih mengungkap perkara psikotropika ·. ucap Lukman Hab11, ·. i ifuddin, juru 

bicara Fraksi Partai Persatua.'1 Pembangunan. Fraksi Partai A:r ;u: Nasional juga 

memberi apresiasi. F-PAN yakni undang-undang ini akan mengopt inalkan proses 

peradilan karena memperbesar pa.rtisipasi masyarakat. Fakta '., ebenaran yang 

sesungguhny!l aka1UJ<!.nyak terungkap. Tidak ak:an ada lagi fak.t ;;. rfan kebenaran 

bicara F -PAN. 

Pemerintah yang selama ini menaruh perhatian pada cmberantasari 

psikotropika pun menaruh harapan besar. Undang-undang im " men.tum dan 

membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia. deilllkian 

pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono vang dibacakan 1 le•:ten Hukum 

dan Hak ltsasi l\'1anusia Hamid A\valudin dalam rapat paripurn :t. f<.11 .ngan LSM 

yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korh,m ,;1g banyak 

memberikan rnasukan dan ak.iif mengmval pemba.l-tasan, ker:c! 2t• L ·rlalu pu.as 

dengan rum us an pas al yang ada, mengakui ada ker: i,-1y 1; 

perlindungan pada pelapor (whistleblower) serta ti <<·ih . 
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perlindungan saksi/korban berdasarkan tindak pidana. Dengan begitu, akan makin 

banyak pihak yang bera11i membongkar kejahatan. Sedangkan peran pengadi!an 

dalam hal perlindungan saksi ini kurang begitu jelas, meskipun ada undang-

undang yang mengatumya, ha.'lya saja peratura'1 pelaksanaannya belum ada 

Tetapi meskipun demikian pihak pengadilan akan berupaya untuk menunjukan 

upaya-upaya bagi perlindun_gan sak:si yang berani melaporkan peristiwa tindak 

pidana ps1kotropika. 

Sel an_Jutnya terhadap pertanyaan di atas diajukan pertanyaan tentang 

apakah setelah Indonesia memiliki Undang- Undang Nomor l 3 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi da.11 Korba.ri maka perlindungan saksi dala.m kasus 

psikotropika dapat dilakukan. Hal ini belurn begitu jelas, karena masih dibutuhkan 

peraturan pelaksananya d3..11 juga kesiapan insta.'1Si terkait seperti kepolisian, 

kejaksaan dan instansi lainnya. Rancangan Undang-Undang Saksi dan Korban 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan usul inisiatif DPR. 

Sebagaimana dilaporkan Ketua Pa11ja Akil Mochtar dalam paripum~ pada 

mulanya terdiri dan 7 bab dan 32 pasal. Namun setelah dilakukan pembahasan 

bersama pemerintah, akhirnya berkembang menjadi 46 pasa!. Secara umum, 

undang-undang ini mengatur 5 (lima) materi pokok, yaitu : 

' 1. KritenJ saksi dan korban 

2. Jenis perlindungan dan bantuan yang diberikan 

3. Lembaga berwenang yang memberikan perlindungar1 dan bantuan 

4. Syarat dan tata cara pemberian perlindunganb dan bantuan 

5. Sa.'1ksi pidaria kepada setiap ora.'lg yang melakukar1 ancaman 
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Saks1 didefin is ikan ~r 0 _ :0 •i~at memberikan kete:angan 

guna kepentingc:u: 

L Pem·elidibn 

2. Pem id i k:i.n 

3_ Penuntu w.r, d ·::i ;:J cr:1enk:;aan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 

pidana \ 2.:1g 1::. ci e::gar sendiri, ia !ihat sendiri dan/atau ia alar!'j sendiri 

Ad::.pL:.n korban didefinisikan sebagai seorang yang mengalami penderitaan 

fisik. men~ :: ! danJatau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tind ak pidana. 

Hak seorang saksi dan korban, meliputi : 

1. Mempero!eh perlindungan atas keamanan pribadi. ke!uarga dan harta 

bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian \·ar1g 

a.~an seda..r1g da'l/atau telah diberika:-lnya 

2. Ikut se1ia dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

_J __ 1 __ - -- - - - - 1 - - - - - - - -
UU~U!1ga11 K.e~l!!J!:!.IHi!l 

3. !\1emberikan keterangan tanpa tekanan 

4. !'VIendapat penerjema..l} 

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat 

6_ Mendapatka.n informasi mengenai perkemb<mga.n kasus 

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 

8. Menget9Jrni da!a.m hal terpidana dibebaska.n 

9. Mendapat identitas baru 

10. Mendapatkan tempat kediaman barn 

11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan 

12. Mendapat nasihat hukum/dan/atau 
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13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

beral:Jiir (Pasal 5) 

Hak itu diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai 

dengan keputusan Lembaga Per!indungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban 

pelanggaran HAM berat, bahkan juga berhak mendapatkan bantuan medis, 

rehabili!ai:;i psiko-sosial serta mengajukan kompensasi dan retitusi ke pengadi!an 

LPSK. Dalam proses persidangan, saksi maupun korban yang merasa dirinya 

diancam, atas persetujuan hak im dapat memberikan kesaksian tanpa hadir di 

pengadilan dan mernberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan 

kepada pejabat berwenang dengan membubuhkan tanda ta11gan pada berita acara 

atau dapat pula didengar kesaksiannya melalui sarana elek.1ronik dengan 

didampingi pejabat berwena.ng. Seo rang saksi yan~ juga tersangka, dalam undang-

undang ini juga diatur, dapat dijadikan pertimbangan hakirn daiarn meringankan 

sak..si tersangka tidak menjadi target hukum. Alasannya, kasus kejrrhutun luar bi sa 

umurrm.ya dapat dibongkar saksi oelaku sehingga perlu diberi penghargaan. 

Khusus tentang perl111dungan pa.da pelapoL dalam undang-undang _iuga dialur 

ba.1-ma '·saksi, korban da.n pe!apor tidak dapat dituntut secarn hukum b:Uk p1dana 

maupun perdata atas laporan. kesaks im~ vang abn sedang atau telah 

diberika11n~:a'' Yang dimaksud dengan ' ·pe!apor"· di atas adalali. orang yang 

membenkan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak 

pida11a, Namun, ketentuan itu tidak berlak.ll terhadap sal<.si, korban dm1 pe!apor 

yang rnembe\\nkan keterangan tidak dengan itikad baik, antara lain : 
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I . Memberikan keterangan palsu 

2. Sumpah palsu 

3. Permufakatan j ahat 

Di sini, Koalisi LSlVI berbeda pandangan. Pelapor tidak cukup hanya 

dibebaskan dari jerat hukum, tetapi juga berhak mendapat perlindungan seperti 

halnya rnksi dan korban. Usulan ini tida..lc diterima karena dianggap membuat 

cakupan undang-undang ini .iadi melebar dan berkonsekuensi pada anggaran. 

C. Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana 

Psikotropika 

1. Lembaga Perlindungan 

LPSK bersifat mandiri , berkedudukar1 di !bukota Negarn , ~epublik 

bidang • 

1. Hak Asasi Ma.11usia (HAIVl) 

2. Kepolisian 

3. Kej aksaan 

4. Departe'man Hukum dan HAM 

5. .i'1.kadernisi 

6. Advokat 

7. Lembaga S\1 ·adaya Masyarakat (LSM) 
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Untuk pertama kali, seleksi dan pemilihannya dilakukan Presiden dengan 

membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 2 (dua) unsur pemerintah dan 3 (tiga) 

unsur masyarakat. Panitia seleksi mengusulkan 21 (dua puluh satu) calon kepada 

Presiden untuk kemudian. dipi!ih sebanyak 14 (empat betas) orarig dan diajukan 

kepada DPR untuk d1setuJui menjadi 7 (tujuh) orang. Masa jabatan LPSK ini 

5 (lima) tahun dar1 dapat dipiEh kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Biaya 

LPSK irn dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). 

Perli!!dungan terhadap saksi dan korbari itu sendiri diberikan dengan 

mempenimbangkan : 

1. Sifat pentin;>nya keterangan saksi dan/atau korban 

2. Tingkat ancaman vang membahayakan saksi dan/atau korban 

3. Hasil a..rialisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban 

4. Rekamjejak kejahatan yang pemah dilakukan oleh saksi dan/atau korban 

permintaan pejabat bervvena'!g. Berdasarkan itu~ LPSl( n12 ]3kukan perne11~:)fifll1 

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlind ungan di a_1ub11. LPSK 

hams sud ah memberi kan J a\'•1aban tertulis. 

Sebaliknya saksi da.ri korbw pun harus menyataka.n kesediaan 

menjalankan sejumlah syarat : 

1. Kesedf ""ll memberikan kesaksian dalam proses peradilan 

2. Menaatt aturan berkenaan dengan keselamatannya 

3. Tida~ berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas 

persetujuan LPSK 
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4. Tidak memberitahukan kepada s1apa pun mengenai keberadaannya yang 

dilindungi LPSK 

5. Hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK 

Sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, undang-undang 

juga mengatur seJunuah sanksi pidana kepada setiap orang yang mengancam saksi 

maupun korbcJl . Sanksi pidana itu mulai dari denda Rp. 40.000.000,- (empat 

puluh JUta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta 

kurungan 1 , satl:) tahun hingga seumur hid up. 

2. Pemetintah dan Masyarakat 

Kini tingga kesigapan pemerintah mengimplemeniasika..rinya. Paling tidak 

ada 3 ( tiga) pertauran pemerintah yang harus disiapkan, yaitu : 

1. Tata earn pengangkatan dan pemberhentian ar1ggota LPSK 

2. Pernbenan. komper.a.Sasi dnn rcst~tusi kv1bru1 } L.;.~,.1 be1zil 

3. Kelayakan_ diberika..11nyaja...11gka \Yaktu serta bes~ra.~ biaya baritu8.I1 

Pemerintah segera membentuk tim seleks1 yan g kred : be! da.n memberi 

waktu cukup kepada tim untuk merekrut calon yang benar-b::?n::r b:e rkual J!::l" dan 

berintegritas. Masyarakat pun perlu berperan ak1if di sirn. Dengan demikian, 
I 

daf1ar calon LPSK tidak hanya menjadi incaran "pencari peker_iaan··. tetapt diisi 

para '·per{cari ker:ja". Dengan begitu undang-undang yang mungki~1 dirasa masih 

ada ketidak sempumaan ini, ditambah kondisi kantong negara yang tipis,bisa 

diimbang1 dengan kehadiran 7 (tujuh) orang anggota LPSK berintegritas. 
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Dalarn referensi kriminologi dan hukum pidan~ dikenal istilah "crime 

doesn 't pay ", akan tetapi dibantah dengan menyatakan "criem does pay" artinya 

sekecil apapun kejahatan harus diberikan sanksi. 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Psikotropika Ta..li.un 

2003, yang saat ini akan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, telah mengadopsi 

pemikiran-pemikiran para. ahli hukum abad 2 l, berasal baik dari sistem civil law, 

maupun common law yang menyepakati bahwa terhadap para pel aku psikotropika 

yang memberikan bantuan yang sangat substansial (suhsransia! coopera tion) 

dalam penyidikan diberikan keringnana hukuman atau pembebasan dari 

penuntutan. l\tle!ihat substansi Konvensi PBB tersebut dala..rn kaita..11. perlindungan 

hukum ir.i tampak adanya standar ganda, cli satu si si, kepada pelaku pelanggar 

psikotropika harus dihukum dan tidak lolos dari penuntutan, tapi sis i lain ad2 

semacam '·imunitas '' terhadap pelaku-pelaku psikotropika yang kooperati f dalam 

karena psikotropika merupaka.fl kejahatan yang bersifat siste marik den me ulas 

sehingga rnerupakan kejahatan yang sulit pembukiiannya. 

Pemvataan PBB bahwa psikotropika sebagai ancaman t~hadap . ' 

kemanusiaaan dan pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan rnendasar 

• 
atas paradigma yang mengunggu!kan pendekatan hukum semaia-mata kepada 

paradigma baru yaitu melindung kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat, 

bangsa dan negara dari kehancuran. Ancanlan terhadap nyawa da..r1 jiwa pelapor 

jugn. '1ukanlah sesuatu yang mustahil dalam menghadapi mafia psikotropika yang 
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merambah kepada institusi penegak hukum dan institusi yang bertugas 

melaksanakan pelayanan kepada publik. 

Jika kita dan pernerintah sudah berlekad untuk membongkar habis 

kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan bahkari merupakan musuh bangsa 

Indonesia, paradima garu pemberantasan psikotropika di atas haruslah dijadikan 

landasan berpikir dan bertindak kita sekalian yang masih peduli terhadap beban 

bangsa. Kita tidak bisa lagi selalu berpikir legalistik dengan paradigma yang 

berkembar1g pada abad 17 dan abad 18, melainkan kita harus berpikir dinamis dan 

maju dalam menyusun strategi untuk memenangkan pemberantasan psikotropika 

dengan se!alu mengih.uti perkemba11gan modus operandi dan karakter rnafia 

psikotropika di tanah air. 

Menindaklanjuti kenyataan yang ditemukan di lapa..11ga.n serta keadaan 

lamnya yang berhubungan der.gan perlindungan saksi maka sewaktu ditanyakan 

perkara psikotropika dilakukan di depan pengadilan harus d1 ic;ng i-.: t:Jp L1:1 selarn 

untuk menjadikan beban pembuktian menjadi kuat maka juga dih:etalmi asal-usul 

dan hubungannya dengan terdakwa. Sedangkan dalam tingkat p-emeriksaan di 
' 

Kepolisian dan Kejaksaan maka identitas saksi diserahkan kepent inganrwa kepada 

instansi yang bersarigkutan. 
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Hambatai yang utama da1arn tugas Ditnarkoba Poldasu pada d~amya di 

bidang personil. Ditiwtoba Pold~ kesulitan dalam merekrut anggota yang 

memiliki spesifikasi pengetahuan di bidang-bidang kimiam teknik dan lain 

sebagainya Demikian juga halnya dalam bidang membina kekuatan personil 

masih terkendalam dalam kualitas SOM yang kurang memadai dan belum 

mencukupi kebutuhan organisasi. 

Dirnarkoba Poldasu juga memiliki schedul tahunan dari Ditnarkoba 

Poldasu, pelatihan teknik alsus maupun pemeriksaan laboratoris. 

Dimarkoba Poldasu Juga memiliki kendala dalam melakukan 
, 

pemerliharaan dan perawata.T1. alsus terutama alsuk pengadaan KE be!um didukung 

oleh anggaran yang cukup, belum teralisasi pengadaan gudang dan lemari 

penyimpa,.11ai'1 k.i.'1usus ur1tuk arsip, ba..11.ai~ kirrja dai~ peralatan scrtu tcrdapat 

peralatan/alsus yang sama sekali tidak digunnlan karena kondisinya rusak 

Sedangkan secara umum dikarenakan anggota Ditnarkoba Poldasu adalah 

polisi maka ada 2 (dua) hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam 

menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan 
~ 

yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. T erlepas dari 

• 
rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat 

(tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakan 

hukum dan memelihara keamanan dan ketertiba.T1.. 

Hambatan dalam '"'laksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidka hanya 

memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan 
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kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik 

mengarnbil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan 

2 (dua) karaki:er fongsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak 

mungkin berhasi! menJialankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. 

Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi 

o!eh mas~· arakat (dipercayai belum tentu disenangi). 

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Tahun 1999 

dalarn penelitiannya di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai beriku!: 

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat 

2. Pclayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit 

3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota maS\'arakat 

berkesan mengancam 

4. Kecenderungan dark number )1ang cukup besar 

5. Tingginya pclanggaw.n hukum dan etika oleh anggota Polri 

6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat25 

Di sarr.ping itu~ pene1itian tersebutjuga rr.enyimpu!kan: 

1. Jati diri anggota Poiri yang milite1istik 

2. lntele!jua!istik ~ :1ggota P~ lri di lapangan yang rendah 

3. Sikap kerja yang tidak proak1if dan kreativitas yang rendah 

4. Orientasi tindakan pada keselamatan dan kelan[igengan karir 

5. Kemandirian lembaga yang rendah 

Hasil pene!itian lapan.gan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Po!da l\!!etro 

Jaya mengungkapkan antara lain • 

25 Farouk Muhammad, Peng11halian Perilaku tlan Kebudayaan Dalam Rangka 
Peuingkalan K11alitas Pelayauan Polri, Jumal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 - September 
2000: hal. 1" 
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I. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan 

berlalu dan hanya sepersepu!uh yang ditilang 

2 Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan ke:idaraan dan pelanggar 

tertentu 

3. Tindakan yang dipengaruhi sikap pel<u1ggar terhadap polisi 

4. Pungli/penyelesaian damai yang l\melibatkan sekitar 90% subyek 

5. Sikap arogan masih ditunjukan oleh sebagai subyek26 

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain : 

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (inrervensi) 

2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas 

3. Reward and punishment yang tidak konsis ten 

4 Salah urus sumber daya 

5. Dukungan pera!atan da.ri biaya operasiona! yang tidak memad:ll 

Br:-rdas E!rkan hasi! pene!itizLri tersebut di atc.s dapat disimpu!kan bahYva. di 

:-; ampmg secara organisatoris Polri kurang efektif da!am menjalankan misinya. 

indi vi du anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam 

pemberian layanan-!ayanan yang dapat dikelompokJcan sebagai berikut: 

1. Penyalahgunaan Kek-uasaan (abuse of power) 

a. penggunaan kekerasa.11 yang melampaui vvewenang 

b. penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda 

damai 

26 Ibid. ha!. 33 
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2. Kualitas Penyajian Layanan (quality of service delive1y) 

a tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi_ membiarkan 

permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang 

tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur waktu-\vaktu 

b. patut diselesaikan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan 

tidak memperla.lcukan ora11g lanjut usia, anak-anak dan \Vanita secara patut 

M elihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan 

po!isi dalam suatu sistem penyidikan, · sehingga kekomplekkan tersebut akan 

mengakibatkan penyalahgunaan \Ve\.venang dari polisi yang melakukan tugasnya. 
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A. Kesirnpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

I . Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana psikotropika dt 

wilayah hukum Polda Sumut belum berjalan sebagaimana diharapkan semua 

pihak khususnya saksi pelapor sendiri, karena adanya upaya-upaya yang daµat 

dibenarkan oleh instansi hukurn itu ·sendiri untuk menjerat saksi pelapur ke 

depan rneja hijau 

2. Fakior-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhaci ap saksi 

pelapor daiam tindak pidana psikotropika di wilayah hukum Polr1:; )umut 

adalal1 meliputi : 

a. Kepentingan lembaga-!embaga terkait dala..rn pemebernntasan psil )t rnp ika 

akan memberika.t1 efektifitas bag1 kinerja instansi tersebl'lt 

b. Bagi pelapor sendiri, di mana dengan adanya pebksanaan pc.rhac!ungan 

saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi ha!-h a l y ang kurang c; aik 

bagi dirinya di bela!~ang hari , sepe11i kekerasan, atau ia d1tuntut ~<.C: dep an 

pengadilan dan lain-lainnya karena denga..11 adanya perlindLLriga:: ~aksi 

maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilin 1 mgi 

undang-undang 
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B. Saran 

1. Melihal bahwa perbuata..r1-perbua!an psikotropika itu lebih banyak dilakuka.11 

oleh pegawai negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan 

kriminal lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana 

hukum belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan psikotropika 

tersebut berkurang/terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluha.11-penyuluhan 

hukum dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga 

kebutuhan yang diperluka.11 da!am mengimbangi perkembangan kehidupan 

dapat terpenuhi 

2. hendaknya pemberia.11 perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat 

diberikan secara maksimal tem1asuk perlindungan terhadap keluarga saksi 

pelapor, harta bendanya da.11 bin-lairmya 

3. Melihat ancaman huk:uman yang tercantum dalam Undang-Undang 

perubahan nilai uang sert<1 kuC1Jitas daripada psikotrop ika ' °'mg terpdi 

sekarang. Sekiranya ha! ini menjadi bahan perhat1an ' . 
n '.:\ C•1 .... -~ · 

r , I t 1 ~ i.-
t-' ' . ~ t::. . ' 

berkompeten khususnya dalarn denda tersebut 
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